
  

PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2020 
NOMOR: 785-Int-KLPPM/Untar/V/2020 

 
Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun Dua ribu duapuluh yang bertanda 
tangan dibawah ini: 
1. Nama  : Jap Tji Beng, Ph.D 

Jabatan  : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Alamat  : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440 
 
selanjutnya disebut Pihak Pertama 

2. Nama  : Dr. Miharni Tjokrosaputro, S.E., M.M 
Jabatan  : Dosen Tetap 
Fakultas  : Ekonomi 
Alamat  : Jl. Tanjung Duren Utara, No. 1 Jakarta Barat 11470 
 

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: 
a.  Nama  : 1. Henny, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP 
  Jabatan : Dosen Tetap 
b.  Nama  : Rorlen, S.E., M.M   
  Jabatan : Dosen Tetap 
c. Nama  : Dr. Jonnardi, S.E., M.M., CA., CPA  
  Jabatan : Dosen Tetap 
 

selanjutnya disebut Pihak Kedua 
 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat  mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada 
Masyarakat sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

(1).  Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 
atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul “Pembekalan dan Motivasi untuk 
Meningkatkan Minat Kuliah bagi Anak SMA Kurang Mampu Binaan Asak Di Daerah Kembangan 
Jakarta Barat” 

(2).  Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas 
dibebankan kepada Pihak Pertama melalui anggaran Universitas Tarumanagara. 

(3).  Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada Pihak Kedua sebesar Rp 8.000.000 (Delapan 
juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. 

(4). Pencairan biaya pelaksaaan Tahap I akan diberikan setelah penandatangangan Perjanjian 
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

(5).  Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah Pihak Kedua melaksanakan 
pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, logbook, laporan 
pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran. 

 
 
(6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran 

Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dalam perjanjian ini. 

 
 



(6).  Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam 
Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dalam perjanjian ini. 

 
 

Pasal 2 
(1).    Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh Pihak Kedua 

sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari Pihak 
Pertama. 

(2).  Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni Tahun 2020 

 
Pasal 3 

(1).   Pihak Pertama mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pihak Kedua. 

(2).  Pihak Kedua diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan 
jadwal yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. 

(3).  Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Pihak Kedua wajib mengisi lembar 
monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat dan logbook. 

(4).  Laporan Kemajuan disusun oleh Pihak Kedua sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada 
Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat. 

(5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan logbook diserahkan kepada 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang 
ditetapkan. 

 
Pasal 4 

(1).  Pihak Kedua wajib mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan 
Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran. 

(2). Laporan Akhir disusun oleh Pihak Kedua sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada 
Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat. 

(3).  Logbook yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan 
oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan Pihak Kedua memuat secara rinci 
penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan 
bukti-bukti. 

(5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada Pihak Kedua berupa 
luaran wajib dan luaran tambahan. 

(6). Luaran wajib hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang 
dipublikasikan di Senapenmas, jurnal ber-ISSN atau prosiding internasional. 

(7).  Luaran tambahan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa publikasi di media massa, 
HKI, dan luaran lainnya (Teknologi Tepat Guna, Model, Purwarupa (prototype), Karya 
Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur), Produk Terstandarisasi, Produk 
Tersertifikasi, Buku ISBN, dan Video Kegiatan. 

(8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PKM. 



(9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban 
Keuangan, dan luaran adalah Juni 2020 

 
Pasal 5 

(1).  Apabila Pihak Kedua tidak mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan 
Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, 
maka Pihak Pertama akan memberikan sanksi. 

(2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat 
pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan 
pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 
Pasal 6 

(1).  Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, 
kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. 

(2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan 
diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara. 

(3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat. 
 

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-
benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 
 
 
 
Pihak Pertama                                          Pihak Kedua 
 
 
 
 
 
Jap Tji Beng, Ph.D.                                               Dr. Miharni Tjokrosaputro, S.E., M.M 
 


